
BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR L/2 TAHUN 2O2O

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
baik, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan
bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas;

b. bahwa dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas
diperlukan suatu ukuran mutu yang sesuai dengan
mandat pengawasan masing-masing APIP;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksr:d dalam hunrf a dan huruf h, ner-h

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengawasan Intern Berbasis Risiko;

Mengingat: 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalann Lingk-ugq"n Daerah Propinsi Sunaetera Utare"
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor l}92l;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik
t^A^^^^:^ ,Tt^L".^ .\l\/.).e]\t^*^+ AF, 'T\^*L^L.^i4 r ^*1*^--eilr(iuiaui)rd, r 4rrLrri z'w\Jg t\vrrr\Jr 1t , L q.rrrrJcLltclrt .lJ\,rlll. ala-ll

Negara Republik Indonesia Nomor a286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a355);
Unciarrg-'rindang iiiomor i5 Tahun 2AO4 ientang
Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aaOQ;

2.

3.

+.

5.Undang-Undang...



2

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLt tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523fl;

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2Ot5 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2A
Tahun 2A14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
SS,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A06
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6lfl;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 20O8 tentang
sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lZT,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20LT Nomor
T3,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6Oall;

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2AD tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 42,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12.Per aturan Pemerintah. . .
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6037);Sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2OL7 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a77);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 09 Tahun 2AO9 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan, Pemantarlan, Evaluasi dan Pelaporan
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 19 Tahun 2OA9 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Karo (lembaran Daerah Kabupaten Karo
Tahun 2016 Nomor 05, tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Karo Nomor 03);

17. Peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2OL6 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 04
Tahun 2077 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Karo Tahun 2077 Nomor 04) ;

18. Peraturan Bupati Karo Nomor 43 Tahun 2Ot9 tentang
Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat
Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun
2Ol9 Nomor 43).
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Menetapkan:

7.

8.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
INTERN BERBASIS RISIKO.

6.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo.
2. Bupati adalah Bupati Karo.
3. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karo.
4. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Karo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembanuan
dengan prinsip otonomi seluas*luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah Otonom.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karo.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewennagan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyej ahterakan masyarakat.
Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya
berupa terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspekorat Kabupaten Karo yang
mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan dan
pengawasan Kabupaten Karo dan bertanggungjawab kepada
Bupati.
Pedoman Pengawasan adalah kriteria atau ukuran mutu
minimal untuk melakukan kegiatan pengawasan yang wajib
dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah .

9.

10.

11.

12. Piagam Audit Intern...
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12. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang
menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan
audit intern oleh APIP yang dibuat dalam bentuk penegasan
komitmen dari pada pemangku kepentingan (stakehotders)
terhadap arti pentingnya fungsi audit intern atas
penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Karo.

13. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi
bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan
professional berdasarkan standar audit, unutk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan
keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

14. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan
untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang
telah ditetapkan.

15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
programlkegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau
norma yang ditetapkan dan menetukan faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan
dalam mencapai tujuan.

17. Kebijakan daerah adalah meliputi Peraturan Daerah, Peraturan
Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

18. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi
instansi pemerintahan yang terdiri atas audit aspek ekonomi,
efisiensi, dan audit aspek efektifitas.

19. Audit investigative adalah proses mencari, menemukan dan
mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan
mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan
pelakunya guna diiakukan tindakan hukum selanjutnya.

20. Audit Intern adalah memeriksa dan menilai efektivitas dan
kecukupan dari sistem pengendalian internal yang ada dalam
organisasi.

21. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah
prosedur penelurusan angka*angka, permintaan keterangan
dan analisis yang harus menjadi dasar memadai bagi
Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan
keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus
dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan
tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern
(SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahahan (SAP).

22. Perangkat Daerah ...
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22. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten.

23. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai
jabatan fungsional auditor yang diberi tugas, wewenang,
tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang
berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi
pemerintah untuk dan atas nama APIP.

24. Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Daerah selanjutnya disingkat Pejabat P2UPD adalah pejabat
fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung
jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan
atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah,
diluar pengawasan keuangan sesuai dengan Peraturan
Perundang-Undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

25. Obyek Pengawasan adalah OranglPerangkat Daerah yang
dilakukan pengawasan oleh APIP.

26. Prinsip-Prinsip dasar untuk pedoman pengawasan adalah
asumsi-asumsi dasar, prinsip-prinsip yang diterima secara
umum dan persyaratan yang digunakan dalam
mengembangkan pedoman pengawasan yang bagi APIP berguna
dalam mengembangkan simpulan atau opini atas pengawasan
intern yang dilakukan, terutama dalam hal tidak adanya
pedoman pengawasan yang berkaitan dengan hal-hal yang
tengah diawasi.

27. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran
yang selalu mempertanyakan dan melakukan pengujian secara
kritis bukti.

28. Pengawasan berbasis risiko pada dasarnya menggunakan risiko
sebagai ukuran dalam menentukan kebijakan pengawasan.

29. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau
kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan, risiko
diukur dari segi dampak dan kemungkinan.

30. Risiko Sisa masalah adalah risiko yang tersisa setelah
manajemen mengambil tindakan untuk mengurangi dampak
dan kemungkinan suatu peristiwa yang merugikan.

31. Selera Risiko (Risk Appertite) adalah tingkat risiko bahwa suatu
organisasi bersedia menerimanya.

32. Manajemen Risiko adalah sebuah proses untuk mengindifikasi,
menilai, mengelola dan mengendalikan peristiwa atau situasi
potensial unutk memberikan keyakinan memadai tentang
pencapaian tujuan organisasi.

S3.Kode Etik Auditor...



33. Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah adalah Pedoman Sikap, Tingkah Laku,
dan Perbuatan Auditor dan Pengawas Penyelengaraan Urusan
Pemerintahan di Daerah di dalam melaksanakan tugasnya dan
pergaulan hidup sehari-hari.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Dosol O

(1) Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko
adalah sebagai acuan bagi Auditor dan Pejabat P2UPD Inspektorat
Daerah dalam melakukan pengawasan intern di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karo.

{2) T\;jrran disusttn Pedoman Pengawasan Intern Rerhasis Risiko
adalah:

a. menetapkan prinsip-prinsip dasar yang merepresentasikan
praktik-praktik pengawasan yang seharusnya;

b. menyediakan kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan
kegiatan pengawasan intern yang memiliki nilai tambah;

r mpnaf a nlzan rll o aar-.{ a sar t.tAh cfl r1z, :-a- lzinerr' a nAn dorrra aon r

d. mempercepat perbaikan kegiatan operasi dan proses
organisasi;

e. menilai, mengarahkan dan mendorong auditor dan Pejabat
P2UPD untuk mencapai tujuan pengawasan;

f. menjadi pedoman dalam pekerjaan pengawasan;

-^-:^ 
-J: l^-^- .^^-:1^:^- 1-^1^^-1^^-:l^-^ .^^1-^-:^

E. irru.r.LJaLrr Lrd.Dd.r p\-rrrrcrrd-rr AurJUrr.rctolrclr.r yr-r\\-rJd-d-rr p\-"lr6clwd.rtclrr.

(3) Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Risiko berfungsi sebagai
ukuran mutu minimal bagi Auditor dan Pejabat P2UPD dalam:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat merepresentasikan
praktik-praktik pengawasn yang seharusnya, menyediakan
kerangka kerja pelaksanaan dan peningkatan kegiatan
pengawasan yang memiiiki niiai tambah serta meneiapkan
dasar-dasar pengukuran kinerja pengawasan;

b. pelaksanaan koordinasi pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
c. pelaksanaan perencanaan pengawasan oleh Inspektorat

Daerah;
d. penilaian efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan dan

konsrstensl penya3ran laporan hasrl pengawasan.
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BAB III
RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 3

(1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi:
a. administrasi umum pemerintahan;dan
b. urusan pemerintahan.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan terhadap:
a. kebijakan d.aerah;
b. pengelolaan sumber daya manusia;
c. pengelolaan keuangan daerah; dan
d. pengelolaan barang daerah

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan terhadap:
a. urusan wajib
b. urusan pilihan
c. dekonsentrasi
d. tugas pembantuan; dan
e. pinjaman/hibah luar negeri.

BAB IV
PRii\iSiP-PRii{SiP DASAR

Pasal 4

(1) Auditor dan Pejabat P2UPD harus mengikuti pedoman
pengawasan dalam segala tahapan pekerjaan pengawasan yang
dianggap material.

(21 Auditcr Can Pejabat P2UPD hanrs secare terus-m.enerrrs
meningkatkan kemampuan teknik dan metodologi pengawasan.

Pasal 5

(1) Inspektorat wajib menJrusun rencana strategis iima tahunan
sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

(21 Inspektorat harus mengelola dan memanfaatkan sumber daya
yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif, serta
memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan
yang mempunyai risiko besar.

(3) Inspektorat harus men5rusun kebijakan dan prosedur untuk
mengarahkan kegiatan pengawasan.

(41 Inspektorat harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi
informasi kepada auditor eksternal danlatau auditor lainnya.

(5) Inspektorat wajib men)rusun dan menyampaikan laporan secara
berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan pengawasan yang
dilaksanakan kepada Bupati.

Inspektorat harus....
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(6)

(7)

lnspektorat harus mengembangkan program dan
kualitas pelaksanaan pengawasan.
Inspektorat harus menindakianjuti pengaduan dari

pengendalian

masyarakat.

(1)

()l

BAB V
STAI.'IDAR uN{uivi

Pasal 6

Visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat
harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani
oleh Bupati sebagai Piagam Audit (Audit Chartef .

Petrrrotaon tarfrrliq fcnfano rziqi rrr'isis ttl'ir-.ran, ker.t:enansan da-t'vi.i.iJg"LaGji LLi i';ii- Lvii'vaiiS Iini, aLLL.L-, Luiu4ii,

tanggung jawab APIP dalam pemerintah daerah (Audit Charter)

direviu secara periodik untuk disesuaikan dengan perubahan-
perubahan yang terjadi, karena kegiatan pengawasan intern yang

dilakukan APIP bersifat berkelanjutan.

Pasal 7

(1) Dalam semua hal yang berkaitan dengan pengawasan, auditor
serta Pejabat P2UPD bersikap independen dan harus obyektif
dalam pelaksanaan tugasnya.
Auditor dan Pejabat P2UPD harus memiliki sikap yang netral dan

tidak biasa serta menghindari konflik kepentingan dalam
-='!- - -- --=.-1 - r-* - -= -- t-- .: ,1 -,- .-.-.--'!.-.--.-=-!-.-..-: -= *'t-^--l - - --iller-eiicaiiaKail, llleraiasarrai(irir iJari IiltclaPurrad"rr ptrrasrJiair"rr y.r"rrB

dilakukannya.
Jika independensi atau obyektifitas auditor/Pejabat P2UPD
terganggu, baik secara nyata mauplrn penampilan, maka
gangguan tersebut harus dilaporkan kepada Inspektur.

Pasal 8

Auditor dan Pejabat P2UPD harus mempunyai pengetahuan,
keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk
melaksanakan tanggun g j awabnya.
Auditor dan Pejabat P2UPD harus mempunyai tingkat pendidikan
formal sesuai dengan jenjang jabatan fungsional Auditor dan
P2UPD.
Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah
auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan, komunikasi.
Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh Pejabat P2UPD adalah
auditing, administrasi pemerintahan, komunikasi.
Auditor harus mempunyai sertifikasi jabatan fungsional auditor
(JFA) d"an mengikuti pendidikan dan pelatihan prot'essionai

berkelanjutan (continuing professional education).
Pejabat P2UPD harus mempu"nyai sertifikasi jabatan fungsional
P2UPD dan mengikuti pendidikan dan pelatihan professional

berkelanj utan {continuing p rofe s sional e du cation) .

{21

(3)

(1)

(21

(4)

(s)

(s)

(6)

Inspektorat dapat....
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(71 Inspektorat dapat menggunakan tenaga ahli apabila tidak
mempunyai Auditor dan Pejabat P2UPD yang memiliki keahlian
sesuai kebutuhan pengawasan.

Pasal 9

(1) Auditor dan Pejabat P2UPD harus menggunakan keahlian
profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional
carq dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasan.

(2) Penggunaan kecermatan profesional menekankan tanggung jawab
setiap AuditorlPejabat P2UPD untuk memperhatikan Standar
Peiaksanaan Pengawasan serta mempertimbangkan peiaksanaan
pengawasan yang berbasis teknologi informasi dan teknik analisis
data lainnya.

(3) Penggunaan kecermatan professional menuntut Auditor/Pejabat
P2UPD untuk melaksanakan skeptisme professional.

(4) Skeptisme professional harus digunakan pada pelaksanaan
pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif yang menuntut
Auditor/Pejabat P2UPD mempertimbangkan relevansi,
kompetensi, dan kecukupan bukti selama proses kegiatan
pengawasan intern.

(5) Due professional care dilakukan pada berbagai aspek pelaksanaan
pengawasan diantaranya:
a. formuiasi tujuan penugasan pengawasan intern;
b. penentuan ruang lingkup, termasuk evaluasi risiko

pengawasn intern;
c. pemiiihan pengujian dan hasilnya;
d. pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk

mencapai tujuan penugasan pengawasan intern;
e. penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam

pengawasan intern dan efek/ dampaknya;
f. pengumpulan dan pengujian bukti pengawasan intern;
g. penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang

diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan
pengawasan intern.

Pasal 10

(1) Auditor dan Pejabat P2UPD harus mematuhi Kode Etik yang
ditetapkan.

(21 Pimpinan APIP harus merancang, mengembangkan, dan menjaga
program pengembangan dan penjaminan kualitas yang meliputi
semua aspek kegiatan pengawasan intern.

(3) Program pengembangan dan penjaminan kualitas pelaksanaan
pengawasan harus mencakup penilaian intern dan ekstren.

{41 Penilaian intern harus mencakup pemantauan berkelanjutan atas
kinerja kegiatan pengawasan intern dan penilaian secara berkala
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dengan penilaian sendiri atau penilaian oleh orang lain dalam
APIP.

(5) Penilaian ekstern atas kinerja kegiatan pengawasan intern
dilakukan melalui telaahan sejawat {peer reuieu) dengan
ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman tersendiri yang
ditetapkan oleh organisasi professional.

BAB VI
PERENCANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Standar Perencanaan Pengawasan

Pasal 1 1

(1) APIP diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai
ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

(2) Penyusunan kegiatan rencana strategis dituangkan dalam
rencana pengawasan jangka menengah lima tahunan.

(3) Berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan, masing-
masing obyek pengawasan yang telah didaftar dialokasikan untuk
tahun mana akan dilaksanakan.

(4) Rencana pengawasan jangka menengah lima tahunan ditetapkan
oleh Bupati dengan menggunakan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

(1) Rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan
pemerintahan ciaerah ciikoorciinasikan kepacia Gubenur.

(21 Rencana pengawasan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan
(PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan
dilingkungan Pemerintah Provinsi.

(3) Penyusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari
tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang serta
memperhatikan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan
sumber daya pengawasan.

(4) PenSrusunan PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar
dan selaras dengan tujuan organisasi.

(5) Rencana pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

(1) PKPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:
a. ruang iingkup;
b. sasaran pemeriksaan;
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(41

(s)

(2)

(3)

(3)

(4)

c. perangkat daerah yang diperiksa;
d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
e. jumlah tenaga
f. anggaran pemeriksaan; dan
g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Bupati dan Penjabat
Bupati dicantumkan dalam PKPT.

Inspektorat selanjutnya menyusun peta pengawasan umtuk
lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi obyek pengawasan,
besaran risiko, jadwal operasional pelaksanaan pengawasan dan
keterangan sasaran pengawasan.
Penetapan besaran risiko obyek pengawasan dilakukan setahun
sekali pada saat penyusunan rencana pengawasan tahunan.
Formulir PKPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Formulir peta pengawasan Inspektorat menggunakan formulir
sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Auditor dan Pejabat P2UPD menyusun program kerja pengawasan
berdasarkan rencana pengawasan.
Dalam setiap penugasan pengawasan, auditor dan Pejabat P2UPD
harus men)rusun program kerja pengawasan.
Daiam membuat rencana pengawasan, auditor dan Pejabat
rlr)TTnr-\ L-.-= -!---1,-.- 1:=-:'!-=.,- ---.-+-l-!--:E,Z\) r u ].ralr Lls rrlgrrcL.r.ylair_ll sa1-Da1.l d"LL, L Lrar-1r6 lrlr6l1"LrlJ, rlrgLrJLrurLrEr,

dan alokasi sumber daya.
Dalam merencanakan pekerjaan pengawasan, auditor dan Pejabat
P2UPD harus mempertimbangkan berbagai haI, termasuk sistem
pengendalian intern dan ketidakpatuhan auditi terhadap
peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan
(abuse).
Rencana audit tersebut harus dievaluasi, dan bila perlu,
disempurnakan selama proses audit investigative berlangsung
sesuai dengan perkembangan hasil audit investigative di
lapangan.
Auditor dan Pejabat P2UPD harus memahami rancangan sistem
pengendalran rntern dan menguJl penerapannya.
Auditor dan Pejabat P2UPD harus merancang auditnya untuk
mendeteksi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan (abuse).

(6)

(1)

{21

(5)

(6)

(71
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Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Pen5rusunan Rencana dan Program Kerja Pengawasan

Pasal 15

Pengendalian mutu atas perencanaan pengawasan dilaksanakan atas
pen5rusunan rencana dan program kerja pengawasan serta koordinasi
dengan obyek pengawasan.

Pasal 16

Prosedur pengendalian mutu atas pen5rusunan rencana dan program kerja
pengawasan pada tingkat tim adalah:

a. Berdasarkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pimpinan
APIP kemudian menunjuk tim yang akan melaksanakan fungsi
pengawasan;
Keiua rim ciitugaskan uniuk meiengkapi Kartu Penugasan
sebagaimana terlampir pada formulir IV sebanyak 2 (dua) rangkap,
lembaran satu dimasukkan dalam Kertas Kerja Pengawasan dan
lembaran kedua copy disampaikan kepada Pembantu
Penanggungiawab / Pengendali teknis;
Ketua tim yang sudah ditunjuk selanjutnya mengusuikan alokasi
anggaran waktu pengawasan (formulrr Alokast Anggaran Waktu)

sebagaimana formulir yang tercantum pada Lampiran V Peraturan
Bupati ini, yang disediakan kepada setiap jenis pekerjaan (kegiatan)
dalam proses pengawasan;
Pembantu Penanggung j awab / Pengendali Teknis harus memberikan
persetujuan atas alokasi anggaran waktu tersebut dengan
membubuhkan tanda tangan dalam formulir dan disimpan dalam
kertas kerja pengawasan agar dapat dipakai sebagai acuan dari
pelaksanaan kegiatan pengawasan;
Ketua tim dibantu oleh anggota tim kemudian melakukan analisis
atas data obyek pengawasan, selanjutnya akan ditetapkan sasaran,
ruang lingkup, dan metodologi yang akan dipakai;
Ketua tim dibantu oleh anggota tim akan melakukan analisis
terhadap pengendalian intern obyek pengawasan dan kepatuhan
obyek pengawasan terhadap peraturan perundang serta
kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh obyek pengawasan;

Perkembangan pelaksanaan pekerjaan (kegiatan) ini dituangkan
dalam Laporan Mingguan, YenB diisi secara bertahap (harian)

sebagaimana formulir Laporan Mingguan Perencanaan Pengawasan

tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
Dari hasil analisis tersbut, ketua tim bersama dengan anggota tim
men3ruSun rencana pengawasn dalam bentuk Program Kerja
Pengawasan yang menjabarkan secara rinci tentang langkah-
langkah yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan pengawasan.

Program Kerja Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana pada formulir
tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini, yang kemudian

D.

c.

d.

e.

h.

1-

c,b'
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akan disahkan oleh Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis
dan diketahui oleh Pimpinan APIP.

j. Setelah diperoleh Program Kerja Pelaksanaan Pengawasan,
Pembantu Penanggung jawab sekaligus ,akan mengisis Formulir
Check List Penyelesaian Penugasan Perencanaan Pengawasan
sebagaimana formulir tercantum pada Lampiran VIII Peraturan
Bupati ini, sebagai pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan
perencanaan pengawasan pada tingkat tim.

Pasal 17

Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan, tim perlu
melakukan koordinasi dengan pihak obyek pengawasan agar
pelaksanaan pengawasan tersebut dapat berjalan sebagaimana
mestinya.
Prosedur untuk melakukan koordinasi dengan obyek pengawasan
tentang rencana peiaksanaan pengawasan aciaiah:
a. Setelah selesai merencanakan kegiatan pengawasan pada

tingkat tim, ketua Tim merencanakan koordinasi dengan
obyek pengawasan;

b. Tim kegiatan pengawasan juga akan mengumpulkan
informasi yang berhubungan dengan obyek pengawasan, yang
belum dimiliki oleh Tim antara lain tujuan dan lingkup ke4a
kegiatan pengawasan yang direncanakan, waktu pelaksanaan
kegiatan pengawasan, auditor dan Pejabat P2UPD yang akan
ditugaskan, metode, batasan waktu dan tanggung jawab,
permasalahan obyek pengawasan serta prosedur pelaporan
dan proses pengawasan tindak lanjut;

c. Dalam koordinasi tersebut harus ada kesepakatan tertulis
yang kemudian disajikan dalam sebuah Notulen kesepakatan
antara tim kegiatan pelaksanaan pengawasan dengan obyek
pengawasan.

Notulen Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c didokumentasikan dalam Kertas Kerja Kegiatan pengawasan
sebagai panduan selama proses pengawasan berjalan.
Notulen Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (21

menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IX
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(1)

(2)

(3)

(4)
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BAB VII
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Standar Pelaksanaan Pengawasan

Doool J.Q

(1) Auditor dan Pejabat P2UPD melaksanakan pengawasan
berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan.

(21 Auditor dan Pejabat P2UPD dalam melaksanakan pengawasan
berkoordinasi dengan Inspektur .

Pasal 19

Pengawasan intern oleh Auditor dan Pejabat P2UPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasai 18 dilakukan melalui kegiatan audit, reviu,
pemantallan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain.

Pasal 20

(1) Kegiatan audit sebegaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi:
a. audit kinerja;
b. audit dengan tujuan tertentu.

(2) Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi dan memberikan
rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola
sektor publik.

(3) Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi efektivitas dan
berkontribusi terhadap perbaikan proses manajemen risiko
melalui hasil pertimbangan fiudgment) dari penilaian auditor
bahwa:
a. tujuan auditi telah mendukung dan sejalan dengan visi dan

misi auditi;
b. risiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dinilai;
c. tanggapan risiko yang tepat telah dipilih untuk

menyelaraskan risiko dengan selera risiko (nsk appetitel
auditi; dan

d. informasi risiko yang relevan telah dipetakan dan
dikomunikasikan secara tepat waktu di seluruh auditi, yang
memungkinkan staf, manajemen auditi, dan pimpinan auditi
untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing.

(4) Kegiatan audit intern harus dapat mengevaluasi potensi
terjadinya fraud dan bagaimana auditi mengelola risiko fraud.

(5) Kegiatan auditi intern harus dapat membantu auditi dalam
mempertahankan dan memperbaiki pengendalian yang efektif
dengan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi serta dengan
mendorong perbaikan terus-menerus.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(21

Pasal 2 1

Kegiatan reviu sebagaim ana dimaksud dalam pasal 19 dilakukan
terhadap Laporan Keuangan pemerintah Daerah untuk
memberikan keyakinan ierbatas bahwa iaporan keuangan
pemerintah daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan stand.ar
akuntansi pemerintahan.
Ruang lingkup reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah
meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem
pengendalian intern dan kesesuaian dengan standar akuntansi
pemerintahan.
Inspektorat melaksanakan reviu atas laporan keuangan
pemerintah daerah.

(41 Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 22

Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasai i9 ciiiakukan terhaciap aciministrasi umum pemerintahan,
kelembagaan, PNS, keuangan daerah, barang daerah dan urusan
pemerintahan.
Auditor dan Pejabat P2UPD dalam melakukan kegiatan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan petunjuk teknis.

Pasal 23

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19
Auditor dan Pejabat P2UPD dapat melakukan kegiatan
pengawasan lainnya.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengawasan iainnya
diatur tersendiri melalui Keputusan Inspektur.

Pasal24

Auditor dan Pejabat P2UPD harus mengumpulkan bukti yang
cukup, kompeten dan relevan serta menguji bukti untuk
rnericiukurrg kesirupularr, iernual lJcrrgawasal (iarr rekorner:.clasi
hasil pengawasan.
Auditor dan Pejabat P2UPD harus mengembangkan temuan yang
diperoleh selama melaksanakan pengawasan.
Auditor dan Pejabat P2UPD harus menyiapkan dan
menatausahakan dokumen pelaksanaan pengawasan dalam
bentuk kertas kerja kegiatan pengawasan.

(1)

(2)

(1)

(21

(3)

4.Dokumen pengawasan...
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(4) Dokumen pengawasan harus disimpan secara tertib dan
sistematis agar dapat secara efektif diambil, dirujuk, dan
dianalisis.

Pasal 25

(1) Setiap tahap pelaksanaan kegiatan pengawasan, pekerjaan
auditor dan Pejabat P2UPD harus disupervisi secara memadai
untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas,
dan meningkatnya kemampuan auditor dan Pejabat P2UPD.

(2) Supervisi harus mengarahkan baik pada substansi maupun
metocioiogi kegiatan pengawasan ciengan iujuan antara iain untuk
mengetahui:
a. pemahaman anggota tim atas rencana pengawasan.

b. Kesesuaian pelaksanaan pengawasan dengan standar
pengawasan;

c. Kelengkapan bukti yang terkandung dalam kertas kerja
kegiatan pengawasan untuk mendukung kesimpulan dan
rekomendasi sesuai dengan jenis pengawasan;

d. Kelengkapan dan akurasi laporan pengawasan yang
mencakup terutama pada kesimpulan dan rekomendasi
sesuai dengan jenis kegiatan pengawasan.

(3) Semua pekerjaan anggota tim harus direviu oleh ketua tim,
semLta pekerjaan ketua tim harus direviu oleh Pembantu
Penanggung jawab/Pengendali Teknis sebelum laporan hasil
pengawasan dibuat.

(4) Reviu oleh atasan pada aktivitas kegiatan pelaksanaan
pengawasan harus dilakukan secara periodik agar menjamin
bahwa perkembangan pelaksanaan kegiatan pengawasan masih
efisien, efektif, mendalam, obyektif, dan sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 26

Pengendalian mutu pelaksanaan pengawasan dilaksanakan atas waktu,
kesesuaian dengan program kerja pelaksanaan pengawasan, temuan,
dokumentasi hasil kerja, kesesuaian dengan stadar serta supervisi
kegiatan pelaksanaan pengawasan.

Pasal27

Program kerja pelaksanaan pengawasan mengatur tentang waktu
yaitu waktu dimulai sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan
pengawasan.
Ketua tim harus mengendalikan waktu penyelesaian pelaksanaan

kegiatan pengawasan untuk dirinya sendiri dan anggota timnya
berdasarkan anggaran waktu dalam program kerja pelaksanaan

pengawasn yang dipantau melalui laporan mingguan pelaksanaan

tugas.

(1)

(2)

3.Ketua tim...
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(3)

(41

(1)

(2)

Ketua tim dibantu oleh anggota tim melakukan pengumpuian
data pengujian bukti, melakukan analisis, evaluasi, konfirmasi
dan prosedur kegiatan pengawasan.
Perkembangan pengumpulan dan pengujian bukti ini dituangkan
ciaiam Laporan iviingguan Pengujian cian Evaiuasi peiaksanaan
kegiatan pengawasan sebagaimana tercantum pada formulir
Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Program kerja pelaksanaan pengawasan yang telah mendapat
pengesahan, atau perubahannya jika ada, diisikan pada kolom
realisasi sehingga dari daftar program kerja tersebut dapat
dikendalikan kesesuaian keda kegiatan pengawasan dengan
program kerja pengawasan.
Pemeriksaan dan pengesahan program pelaksanaan pengawasan
harus diberikan sebelum audit dilaksanakan, yaitu dalam tahap
perencanaan pengawasan.
Kolom realisasi dan referensi diisi setelah audit dilaksanakan
secara bertahap.
Program kerja pelaksanaan pengawasan untuk mengisi realisasi
sebagaimana pada formulir yang tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
Itll.

Pasal 29

Temuan pengawasan berupa temuan positif maupun negatif
harus dikembangkan melalui unsur-unsur yang diberikan yaitu
kondisi, kriteria, sebab, akibat, tanggapan obyek pengawasan,
tanggapan auditor lPejabat P2UPD dan rekomendasi.
Temuan yang telah dikembangkan harus dibahas dan disetujui
oleh Pembantu Penanggungjawab/Pengendali Teknis dan
dikomunikasikan dengan pimpinan obyek pengawasan sebelum
atau pada saat penyelesaian pengawasan di lapangan.

(3) Hasil dari pengkomunikasian temr:an tersebut
didokumentasikan, diberi tanggal, ditandatangi oleh
auditor/Pejabat P2UPD dan obyek pengawasan sebagai tanda
persetujuan atas kesepakatan dan ketidaksepakatan terhadap
temuan dan rekomendai yang diberikan.

{4) Pada dokumentasi kesepakatan harus berisi kesanggupan
pelaksanaan tinelak lanjut oleh obyek pengawasan atas
rekomendasi yang diberikan oleh auditorlPejabat P2UPD paling
lama 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pengawasan
diterima.

Pasal 30

(1) Kertas kerja pengawasan yang merupakan bukti
aucii'uireviuiperuariLauarr/evaiuasi ciarr ctrlaiarr lairurya yarrts

harus mendukung temuan dan kesimpulan auditor/Pejabat
P2UPD dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakannya.

(3)

(4)

(1)

(2)

2.hnggota Tim...
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(2)

(3)

Anggota tim dan ketua tim serta Pembantu Penanggung
jawab/Pengendali Teknis harus membuat kertas kerja yang akan
mendukung temuan dan kesimpulan hasil pengardrasan.

Kertas kerja pengawasan tersebut harus ditelaah secara
berjenjang, yaitu ketua tim menelaah kertas kerja pengawasall
yang dibuat oleh anggota tim, Pembantu Penanggung
jawab/Pengendali teknis menelaah kertas kerja pengawasan yang
dibuat oleh Ketua tim dan Penanggung jawab/pengendali mutu
menelaah kertas kerja pengawasan yang dibuat oleh Pembantu
penanggung jawab/ Pengendali Teknis.

(4) Standar format kertas kerja kegiatan pengawasan memuat kertas
kerja perencanaan, pelaksanaan dan konsep laporan hasil
pengawasan.
Kertas Kerja Audit (KKA) pokok memuat:
a. KKA perencanaan audit yaitu KKA pengumpulan informasi,

KKA survey pendahuluan, KKA evaluasi SPIP dan KKA
program audit;

b. KKA pelaksanaan audit KA pengujian pengendalian, KKA
pengujian substansi, KKA pengembangan temuan dan KI(A
kesepakatan atau ketidaksepakatan temuan dan
rekomendasi;

c. Konsep laporan hasil audit final.
Kertas Kerja Reviu (KKR) pokok harus memuat:
a. KKR perencanaan reviu yaitu KKR pemahaman atas entitas,

KKR penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, d"an KKR
program kerja reviu;

b. KKR pelaksanaan reviu yaitu KKR persiapan pengumpulan
informasi keuangan, KKR penelusuran angka LKPD, KKR
penelusuran angka LKPD, KKR permintaan keterangan, KKR
prosedur analitis;

c. Konsep laporan hasil reviu.
Kertas Kerja Pemantauan pokok harus memuat:
a. Kertas kerja perencanaan pemantauan yaitu kertas kerja

pengumpulan informasi, kertas kerja program pemantauan;
b. Kertas kerja pelaksanaan pemantauan yaitu Kertas Kerja

Pendahuluan, Kertas Kerja Uraian Hasil Pemantauan;
c. Konsep laporan hasil pemantauan;

Kertas Kerja Evaluasi (KKE) pokok harus memuat:
a. KKE perencanaan evaluasi yaitu KKE pengumpulan informasi,

KKE sulvey pendahuluan, KKE program evaluasi;
b. KKE pelaksanaan evaluasi yaitu KKE atas pencapaian hasil

organisasi, KKE atas penerapan komponen manajemen
organisasi, KKE Penilaian dan Simpulan;

c. Konsep laporan hasil evaluasi.

(s)

(6)

(7)

(8)
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(1)

QI

Pasal 31

Pengumpulan dan pengujian bukti dilakukan pada pelaksanaan
kegiatan pengawasan.
Pengendalian terhadap diikutinya standar pengawasan dilakukan
dengan mengisi check List penyelesaian pengujian dan Evaluasi
sebagaimana tercantum pada formurir Lampiran xI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 32

supervisi oleh Ketua Tim terhadap anggota tim dilakukan sebagai
berikut:
a. secara langsung pada setiap kesempatan selama pelaksatlaafl

pengawasan berlangsung maupun secara tidak langsung;
b. supervisi dilakukan melalui reviu Kertas Kerja pengawasan

yarig dibuat oleh anggota tim;
c. kertas kerja pengawasan yang telah sesuai dengan tujuannya

akan ditandai dengan paraf ketua tim di kertas kerja
pengawasan anggota tim sebagai tanda telah mendapat reviu
dan disetujui.

supervisi oleh Pembantu penanggungjawab/pengendali Teknis
terhadap angota tim dilakukan sebagai berikut:
a. secara berkala Pembantu penanggungfawab/pengendaii

Teknis akan mendatangi tim yang sedang berada di lapangan
untuk menangani pelaksanaan pengawasan yang
memerlukan keputusan dari Pembantu
Penanggungj awab / pengendali Teknis ;

b. pembantu Penanggung jawab/pengendali reknis melakukan
reviu atas Kerta Kerja pengawasan yang dibuat oleh ketua
tim;

c. dokumentasi kerja pembantu penanggung jawablpengendali
Teknis dicatat dalam suatu lembar kerja yang disebut formulr
Lembar Reviu supervisi pembantu penanggung
jaw ab I Pengendali Teknis ;

d. formulir supervisi disediakan oleh ketua tim, diisi oelh
Pembantu Penanggung jawab/pengendali reknis dan ketua
tim, satu lembar disimpan sebagai Kertas Kerja pengawasan
dan satu lembar lagi menjadi arsip pembantu penanggung
jawab I Pengendali Teknis;

e. formulir Lembar Reviu Supervisi pembantu penanggung
jawab lPengendali Teknis sebagaimana pada formulir yang
tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) supervisi oleh Penanggung Jawab/pengendali Mutu terhadap
seluruh tim dan pembantu penanggung jawab/pengendali teknis
dilakukan sebagai berikut:
a. penanggung jawab/Pengendali mutu melakukan tugas

pengawasan terhadap semua tim pengawasan dan pembantu
penanggung jawab/pengendaii teknis atas pelaksanaan

(1)

(21
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(1)

(21

pengawasan yang dilakukan melalui reviu atas formulir
supervisi oleh penanggung jawab/pengendali teknis dan
konsep laporan yang disampaikan;

b. reviu langsung dengan penanggung jawab/pengendali teknis
dan ketua tim dalam satu rapat reviu, memberikan komentar
atas kinerja pelaksanaan pengawasan dan mengisi formulir
Lembar Reviu Supervisi untuk mengkomunikasikan hasil
reviunya.
Formulir iembar reviu supervisi penanggung
jawab/pengendali mutu sebagaimana pada formulir yang
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PELAPORAN HASIL PENGAWASAN

^., _1_ -_,?1gi1i T:."-1liii-Lanoiar r trraaPLrl AI I n asu r sr rBir. w ir"sir.r r

Pasal 33

Audit yang dilaksanakan Auditor dan Pejabat P2UPD dituangkan
dalam bentuk laporan hasil audit.
Laporan Hasil Audit dibuat secara tertulis sesuai dengan format,
setelah selesai melakukan audit-, dalam bentuk dan isi yang dapat
dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait.
Auditor/Pejabat P2UPD harus melaporkan adanya kelemahan
atas sistim pengendalian intern auditi, ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan
(abuse) auditi.
f arrrrr n h eil 'rr,.lif !r r'r-s ten.qt tr.rqktr: lenetk=n g,lt'trgt. oh-.'ektifirfi"i-r'u-r iaii iiaDii a-'iiL iiai uJ LLti-L ii aialu, iviibilaf , vr\u'*,

meyakinkan, serta jelas.
Auditor/Pejabat P2UPD harus meminta tanggapanlpendapat
terhadap kesimpulan, temuan, dan rekclmendasi termasuk
tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara tertulis
dari pejabat auditi yang bertanggung jawab.
r ^.^^-.^- 7---:1 ^'.-J.i+ f*^^-1-+^-^+ Ai-n:---i7z++ 1-^-^A^ 12==-r*i
i.apoi'aii iiaiiii aijcilL iiiljijUiiLUi'aL LiisiiiilPctrAalli A\-y4\ra rJtrl.,clLr,

auditi/obyek pengawasan dengan tembusan kepada Gubernur
dan Perwakilan BPK Propinsi Sumatera Utara.
Sistematika Laporan Hasil Audit sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang

dilaksanakan oleh Auditor dituangkan dalam bentuk laporan

hasil reviu.
Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disajikan daiam bentuk surat yang memuat "Pernyataan Telah

Direviu".

(3)

lL\

(s)

IC\tu,

{7)

(1)

(2)
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(3) Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan kepada Bupati dalam rangka penandatanganan
Pernyataan Tanggung Jawab.

(4) Pernyataan Telah Direviu merupakan salah satu dokumen
pendukung untuk penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab
oleh Bupati.

(5) Laporan Keuangan pemerintah Daerah yang disampaikan kepada
Badan Pemeriksaan Keuangan dilampiri dengan Pernyataan
Tanggung Jawab dan Penyataan Telah Direviu.

(6) Sistematika Laporan Hasil Reviu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum daiam Lampiran XV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1) Pemantauan dan Evaluasi yang dilaksanakan Auditor dan Pejabat
P2UPD dalam bentuk laporan hasil monitoring dan evaluasi.

{2) Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi dibuat secara tertulis
sesuai dengan penugasan, sesuai format,setelah selesai
melakukan pemantauan dan evaluasi, dalam bentuk dan isi yang
ciapai ciimengerti oieh auciiti cian pihak iain yang terkaii.

(3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi harus tepat waktu,
lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, serta jelas, dan seringkas
mungkin.

(4) Auditor/Pejabat P2UPD harus meminta tanggapan/pendapat
terhadap kesimpulan temuan, dan rekomendasi termasuk
tindakan perbaikan yang direncanakan oleh auditi, secara tertulis
dari pejabat auditi yang bertanggung jawab.

(5) Laporan hasil Pemantauan dan Evaluasi Inspektorat
disampaikan kepada Bupati, auditi dengan tembusan kepada
Perwakilan BPK Propinsi Sumatera Utara.

(6) Sistematika Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Pelaporan Hasil Pengawasan

Pasal 36

Pengendalian mutu pelaporan hasil pengawasan dilaksanakan atas
pen5rusunan konsep laporan serta finalisasi dan distribusi laporan.
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Pasal 37

(1) Pengendalian atas penJrusunan konsep laporan hasil pengawasan
adalah sebagai berikut:
a. konsep Laporan Hasii Pengawasan ciisusun oieh ketua tim

dengan dibantu oleh anggota tim,berdasarkan hasil
pengawasan yang didokumentasikan dalam kertas kerja dan
temuan audit/reviu/pemantauan/evaluasi yang telah
dikomunikasikan dengan obyek pengawasan.

b. ketua tim dengan dibantu anggota tim menyiapkan formulir
kendali Konsep Laporan dan mengisi data awal, tentang obyek
pengawasan dan tim audit I reviu I pemantauan/evaluasi;

c. selain formulir Kendali Konsep Laporan, Ketua Tim dan
Anggota Tim menyiapkan formulir Reviu Konsep Laporan,
untuk Pembantu Penanggung jawab/Pengendali Teknis dan
Penanggung jawab/ Pengendali Mutu;

d. konsep Laporan yang telah selesai disusun oleh Ketua Tim,
beserta dengan formulir Kendali Konsep Laporan dan formulir
Reviu Konsep Laporan, diserahkan oleh Ketua Tim kepada
Pembantu penanggung jawab/Pengendali Teknis untuk
direviu;

e. jika Pembantu penanggungjawab/Pengendali Teknis
menemukan adanya permasalahan atau pertanyaan dalam
Konsep Laporan, Pembantu penanggung jawab/Pengendali
Teknis menuliskan permasalahan atau pernyataan tersebut
dalam formulir Reviu Konsep Laporan;

f. permasalahan atau pernyataan tersebut harus ditindaklanjuti
oleh Ketua Tim dan menuliskan tindak lanjut tersebut dalam
formulir Reviu Konsep Laporan;

g. jika penanggung jawab/pengendali mutu telah merasa puas
dengan konsep laporan hasil pengawasan, konsep Laporan
Hasil Pengawasan beserta formulir Kendali Konsep Laporan
diserahkan kepada tim untuk difinalisasi dan
didokumentasikan dalam kertas kerj a pengawasan.

(2) Formulir yang digunakan untuk pengendalian laporan
sebagaimana tercantum hasil pengawasan meliputi:
a. formulir Pengendalian Pen5rusunan Laporan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini;
b. formulir Reviu Konsep Laporan oleh Pembantu Penanggung

jawab/Pengendali Teknis dan Penanggung jawab/Pengendali
iviutu sebagaimana tercantum ciaiam Lampiran XVii yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
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(1)

Pasal 38

Pengendalian atas finalisasi dan distribusi laporan adalah sebagai
L -*:1---+-LrEl. l.ts. Ll L.

a. konsep Laporan Hasil Pengawasan yang telah disetujui oleh
Penanggung jawab/Pengendali Mutu kemudian difinalkan
oleh tim audit/ reviu/ pemantaun f evaluasi;

b. laporan Hasil Pengawasan Final diserahkan oleh tim kepada
Ketua Tim untuk dikoreksi menggunakan formulir check list
Finaiisasi Laporan;

c. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi
Laporan, diserahkan kepada Pembantu Penanggung
jawab/ Pengendali Teknis untuk direviu;

d. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi
Laporan, yang telah direviu oleh Pembantu Penanggung
jawab/Pengendali Teknis kemudian diserahkan kepada
Penanggung jawab/ Pengendali Mutu untuk ditandatangani;

e. laporan Hasil Pengawasan Final yang telah ditandatangani
oleh Penanggung jawab/Pengendali Mutu, formulir check list
Finalisai Laporan diserahkan ke Tim;

f. Iaporan Hasil Pengawasan Final yang ditandatangani oleh
Penanggung jawab/Pengendali Mutu, formulir check list
Finalisasi Laporan diserahkan ke Tim;

g. tim membuat Surat Pengantar kemudian menyerahkan
Laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi
Laporan serta surat pengantar kepada Sekretaris Inspektorat
Daerah;

h. laporan Hasil Pengawasan Final, formulir check list Finalisasi
Laporan beserta surat pengantar yang telah ditandatangani
oleh Sekretaris Inspektorat diserahkan ke Tim;

i. tim menyerahkan Laporan Hasil Pengawasan Final serta Surat
pengantar kepada bagian administrasi dan umum yang
memperbanyak dan menjilid Laporan;

j. laporan Hasil Pengawasan Final, beserta surat pengantar yang
telah diperbanyak dan dijilid diserahkan kepada bagian
administrasi dan umum yang mendistibusikan iaporan hasil
pengawasan, kemudian didistribusikan kepada auditi dengan
tembusan kepada Gubernur dan Perwakilan BPK Propinsi
Sumatera Utara.

Formullr yang digunakan unutk pengendalian atas finalisasi dan
pendistibusian laporan adalah formulir check list Penyelesaian

Laporan, sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2)
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(4)

(s)

(1)

(2)

(3)

(6)

(1)

(2i

(3)

BAB IX
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Standar Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 39

Hasil Pengawasan Auditor/Pejabat P2UPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), ditindaklanjuti oleh perangkat
daerah sesuai dengan rekomendasi.
Wakil Bupati bertangggung j awab mengoordinasikan pelaksanaan
tindak ianjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Perangkat Daerah/Obyek Pengawasan yang tidak
menindaklanjuti rekomendasi Auditor/Pejabat P2UPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Inspektur melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas
pelaksanaan tindak lanjut hasii pengawasan.
Hasil pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak
lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada
Bupati.
Pemutakhiran hasil pengawasan APIP dilakukan paling sedikit 2
(dua) kali dalam setahun.

Pasal 40

Auditor dan Pejabat P2UPD dalam melaksanakan fungsi
pelaporan dan tindak lanjut harus mengkomunikasikan kepada

auditi/obyek pengawasan bahwa tanggung jawab untuk
menyelesaikan atau menindaklanjuti temuan hasil pengawasan

dan rekomendasi berada pada auditi/obyek pengawasan,
auciitor cian Pejabat P2U?D ciaiam meiaksanakan iungsi
pelaporan dan tindak lanjut harus memantau dan mendorong
tindak lanjut atas temuan beserta rekomendasi.
Auditor dan Pejabat P2UPD dalam melaksanakan fungsi
pelaporan dan tindak lanjut harus melaporkan status temuan
beserta rekomendasi hasil pengawasan sebelumnya yang belum
ditindaklanjuti.
Terhadap temuan yang berindikasi adanya tindakan
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan
kecurangan, auditor dan dapat membantu aparat penegak
hukum terkait upaya tindak lanjut temuan sesuai dengan
permintaan aparat penegak hukum.

(4)
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Bagian Kedua
Pengendalian Mutu Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Pasal 4 1

Pengendalian mutu tindak lanjut hasil pengawasan dillaksanakan atas

kewajiban melaksanakan tindak lanjut dan prosedur pelaksanaan
pemantauan tindak lanjut.

Pasal 42

Pengendalian atas kewajiban melaksanakan tindak lanjut adalah sebagai
L -,-:'l -- - L,uEr L.l['u.L.

a. Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil
pengawasan.

b. APIP berkewajiban untuk memantau peiaksanaan tindak lanjut
hasil pengawasan untuk menjamin keefektifan pelaksanaan
pengawasan.
APIP harus memasukkan kegiaran pemantauan tinciak ianjui ciaiam

rencana strategis maupun tahunan.
Setiap pelaksanaan audit atas suatu auditi, auditor harus melihat
apakah rekomendasi dari laporan hasil auditi terdahulu telah
ditindaklanjuti;
APIP harus membuat prosedur pemantauan pelaksanaan tindak
ianjut yang ciiciasarkan pada tingkat kesuiitan, ketepatan wakiu,
pertimbangan risiko dan kerugian.

Pasal 43

(1) Prosedur pelaksanaan pemantauan tindak lanjut sebagai berikut:
a. berdasarkan laporan hasil pengawasan, ketua tim membuat

formulir penyampaian rencana aksi tindak lanjut yang
diserahkan ke unit yang melaksanakan bagian administrasi
dan umum pelaporan dan tindak lanjut untuk diinput ke

ciaiam ciaitar temuan APIP.

b. bagian administrasi dan umum pelaporan dan tindak lanjut
melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah
dilakukan oleh audit/obyek pengawasan dan bila dianggap
perlu tim pemantau dapat melakukan pengujian terhadap
tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi/obyek pengawasan.

c. untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau
melaporkan kepada Inspektur termasuk risiko yang masih
ada;

d. berdasarkan laporan tersebut, pimpinan APIP menyampaikan
surat kepada auditi/obyek pengawasan untuk melakukan
tindakan tambahan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap
dan efektif;

C.

d.

e.
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t2t

e. tindak lanjut yang telah dilakukan oleh auditi/obyek
pengawasan dicatat dalam daftar temuan hasil pengawasan
APIP, jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai ,

maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah
selesai (tuntas), sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum
selesai dan belum dilakukan tindak lanjut";

f. apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui,
APIP menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan
pertama kepada pimpinan auditi/obyek pengawasan atas
rekomendai yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut
yang masih kurang.

g. jika dalam satu bulan setelah surat peringatan pertama
tindak lanjut belum dilakukan auditi/obyek pengawasan,
maka APIP menerbitkan surat peringatan kedua;

h. jika dalam satu bulan setelah surat peringatan kedua terbit
tindak lanjut tidak juga dilakukan, maka tim pemantau
membuat surat pemberitahuan kepad Bupati;

i. tim pemantau tindak lanjut melakukan pemutakhiran tindak
ianjut atas saldo temuan yang belum ditindaklanjuti dan
tindak lanjut yang masih kurang, dilakukan paling kurang
dua kali dalam setahun dan dituliskan dalam sebuah berita
acara yang ditandatangani pimpinan auditi/obyek
pengawasan dan tim pemantau tindak lanjut.

Formulir Rencana Aksi Tindak Lanjut Temuan Pengawasan yang
dibuat oleh ketua tim untuk unit yang akan melaksanakan fungsi
administrasi pelaporan dan tindak lanjut sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Semua tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh auditilobyek
penga\Masan harus dilaporkan sesuai dengan formulir laporan
tindak lanjut temuan pengawasan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Formulir laporan pemantauan tindak lanjut temuan pengawasan
yang harus diisi dan disampaikan oleh tim pemantau tindak
lanjut atas hasil pemantauan yang telah dilakukannya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pemutakhiran atas status temuan yang belum ditindaklanjuti
oleh auditi/obyek pengawasan dituangkan dalam sebuah Berita
Acara Pemutakhiran Data sebagaimana tercantum daiam
Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3)

(41

(s)
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BAB X
KE]TENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundallgan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada geltcrnbet 2ozo

KABUPATEN KARO,

LIN PURBA
KABUPATEN KARO TAHUN

KARO,

BRAHMANA

202A NOMOR t42

,;, \}
',.4&.

ti

',\

Diundangkan di Kabanjahe
il gefternbcr bzopada tan
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR q2 TAHur.r zo2o

TANGGAL lf s(Ft€rnlrer 0ozo

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RESIKO

RENCANA PENGAWASAN JANGKA MENENGAH 5 TAHUNAN
(TAHUN 20... s.d TAHUN 20...)

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
b. Kolom 2 diisi dengan nama obyek pengawasan (instansi, kegiatan,

program d11);

c. Kolom 3 diisi dengan tanggal diterbitkannya LHP terakhir dari obyek
pengawasan yang bersangkutan;

d. Kolom 4 diisi dengan peringkat risiko yang telah diukur sebelumnya
dari peta pengawasan;

e. Kolom 5 diisi dengan data seberapa sering obyek pengawasan akan
dilakukan audit, misalnya 0,5 tahun sekali, 1 tahun sekali, 2 tahun
sekali dan seterusnya tergantung dari besaran ukuran risiko obyek;

f. Kolom 6 diisi dengan jenis pengawasan apa yang akan dilakukan,
audit/ reviu/ pemantauan evaluasi;

g. Kolom 7 diisi dengan tanda tertentu pada tahun berapa akan
dilakukan audit/ reviu/ pemantauan evaluasi.

No Obyek
Pengawasan

Tanggal
LHP

Terakhir

Risiko Frek.
Pengawasan

Intern

Jenis
Pengawasan

Intern

Tahun
x
1

X
2

x
3

X
4

X
5

1 2 3 4 5 6
1

2
3
4
5

KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 112 'TA Floi'+ 2o2P

TANGGAL U g"ywnber eoLo

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN

BERBASIS RISIKO

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT}

INSPEKTORAT KABUPATEN I(ARO TAHUN 2O..

1. Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Kerja

Pengawasan Tahunan;
2. Lampiran I Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT):

a. Pendahuluan;
b. Pokok-pokok Kebijakan Pengawasan;

c. Ruang LingkuP Pengawasan;

d. Sasaran Pengawasan;
e. Obyek Pengawasan;
f. Personil Dan Dana Penunjang;
g. Penutup.

3. Lampiran II. Ringkasan Jadwal Pelaksanaar'L Pengawasan;

4. Lampiran III. Rincian Jadwal Peiaksanaan Pengawasan;

5. Lampiran IV. Peta Pengawasan.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 9t r-at+ur..t 2o?G

TANGGAL l( Sep+.ar',br Lo?x)

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

PETA PENGAWASAN PERANGI{AT DAERAH

PETUNJUK PENGISIAN:

PETA PENGAWASAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARO

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
b. Kolom 2 diisi dengan nama obyek pengawasan (program/kegiatan);
c. Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran;
d. Kolom 4 diisi dengan lokasi kegiatan;
e. Kolom 5 diisi dengan peringkat resiko;
f. Kolom 6 diisi dengan tanda tertentu pada bulan berapa akan

dilakukan audit/ reviu/ pemantauan evaluasi;
g. Kolom 7 diisi dengan keterangan.

NO OBYEK
PENGAWASAN

JUMLAH
ANGGARA

N

LOKASI
KEGIATAIII

BESARAN
RISIKO

JADWAL OPERASIOI{AL K
E
T

J
A
N

F
E
B

M
A
R

A
P
R

M
E
I

J
U
N
I

J
U
L
I

A
G
U
q

T

S
E
P
T

o
K
T

N
o

D
E
S

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR Qa rntturu 2.ozo

TANGGAL lt sgt<mhr 2o2o

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

FORMAT PENGISIAN

KARTU PENUGASAN

Nomor:

1. a. Nama Obyek Pengawasan
b. No. File Permanen
c. Rencana audit/ pemantauan/ evaluasi

Nomor
d. Audit/ reviu/ pemantauan/ evaluasi terakhir

2. alarrrat dan Nomor Telepon
3. tingkat Risiko Unit/Aktivitas
4. tujuan audit/ reviu/pemantauan/evaluasi
5. a. Nama Ketua Tim

b. Nama Anggota Tim

6. a. audit/reviu/pemantauan/evaluasi dilakukan
dengan Surat Tugas Nomor

b. audit/ reviu / pem antauan f evaluasi direncana- :

kan mulai tanggal dan selesai tanggal
7 . Anggaran yang diajukan : Rp..
8. Anggaran yang disetujui : Rp..
9. Catatan Penting dari Pengendalian Teknis/ :

Pengendaii Mutu

20...

Mengetahui,

Ketua Tim

1

2

Pengendali Teknis,
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PETUNJUK PENGISIAN:

a. kolom nomor diisi dengan nomor urut kartu penugasan;
b. kolom nama auditi diisi dengan nama auditi yang akan diaudit;
* 1_^1 a:1- "- ** J:.1-: -1 ^ -^ -.- -+ C,1 -u. rlurLrr.l.r llullrul lutr Pcrrrrir.rtcrr Llrlsr LlcrrB,ir.rr rrurrrur Lrr L.l,L rrtg pcrrlrir.rrcrr

auditi;
d.

e.

kolom nomor rencana audit diisi
tersebut;
kolom audit terkahir diisi dengan
audit;

i. koiom aiamat cian nomor teiepon ciiisi ciengan aiamat cian nomor
telepon auditi;

g. kolom tingkat risiko diisi dengan hasil perhitungan risiko auditi
tersebut;

h. kolom nama ketua tim dan anggota tim disii dengan nama ketua
dan anggota yang bertugas;
kolom nomor surat tugas diisi dengan nomor surat tugas audit
tersebut j. Kolom tanggal mulai dan selesainya audit cukup jelas;
kolom anggaran yang diusulkan diisi dengan jumlah anggaran yang
diusulkan ;

kolom anggaran yang disetuji diisi dengan jumlah anggaran yang
disetujui;

1. kolom catatan penting diisi dengan catatan yang diberikan oleh
pengendali teknis atau pengendali mutu yang bersangkutan;

m. kolom tanggal diisi dengan tempat dan tanggal penulisan kartu
penugasan;

n. Kolom tanda tangan ketua tim dan pengendali teknis cukup jelas.

TERKELIN BRAHMANA

dengan nomor rencana audit

tahun terakhir dilakukannya

J.

k.

BUPATI KARO,
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LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR L/2 rAl'luFt 2ozo
TANGGAL 4t 9<ltemfoc zoro
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

LOI(ASI ANGGARAN lIIAKTU

o Pembicaraan Pendahuluan (koordinasi)
. Survei pendahuluan (pengenddalian

internal, data permanen dlsb)
r Penyusunan Program Audit

PELAKSANAAN AUDIT:
o Pengujian dan evaluasi Pengendalian

menalemen
o Analisis prosedur yang mengandung

kelemahan
o Analisi data operasi/kegiatan organisasi
. Pengujian dan evaluasi operasi/kegiatan

organisasi
o Menyusun daftar temuan
. Mengembangkan temuan
r Mcnonmr rnilra silzan t crnt t en inter-irrr
o Membicarakan tindakan koreksi atas

temuan

PENYELESAIAN PEKERJAAN:
o Meneliti kelengkapan KKA
o Pembahasan Ketua Tim, Pengendali

Teknis, dan Pengendali Mutu
r \{aacnlt, rail.a o:'J-on +6:ar r 

^h

. Penyusunan laporan

. Hai-hallain

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom nama obyek pengawasan diisi dengan nama obyek
pengawasan yang diperiksa;
Kolom disusun oleh diisi
audit/ pemantauan / evaluasi ;

Kolom disusun oleh diisi dengan
---^7 -+.w aa..llLLr PsrrE,r. w a7.Da1r r,

b. dengan jenis pengawasan

nama penJrususn alokasi anggaran

Nama Obyek
Jenis Pensav

(Hanya jam-j am afektif)
Pengawasan: Sasaran
asan: ...... Pengawasan

Jenis pekerJaan yang harus dllakukan Ketua tim,
Anssota tim

Tanggal Anggaran
Waktu

Anggaran
biava

2 3 4 5

PEKER.'AAN. PEKERJAAN PERSIAPAN:

Jum1ah yang dianggarkan

(-.



d.

ob'
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Kolom sasaran pengawasan diisi dengan sasaran

audit/ reviu/ pemantauan/ evaiuasi yang telah ditetapkan;
Kolom disetujui diisi dengan persetujuan yang diberikan oleh
pengendali teknis/ pengendali mutu;

f. Kolom 1 diisi dengan jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
Dalam pelaksanaan butir-butir tersebut dapat dikembangkan sesuai
kondisi;
Kolom 2 diisi dengan nama ketua tim dan anggota tim yang

ditugaskan;
Kolom 3 diisi dengan tanggal pelaksanaan pekerjaan;
Kolom 4 diisi dengan perkiraan waktu yang akan dipakai untuk
melakukan pekerjaan tersebut;
Kolom 5 diisi dengan perkiraan biaya yang akan dipakai untuk
melakukan pekerjaan tersebut;
Kolom jumlah diisi dengan jumlah jam yang dianggarkan dan
jumiah biaya yang dianggarkan.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

h.
i.

j.

k.
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LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR t-lz rauvrr 2ozo
TANGGAL | ,l s aSenlapr 2ozo
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom auditi/obyek pengawasan diisi dengan nama auditi/obyek
pengawasan yang akan diaudit/ reviu/ pem antauan f evaluasi;

b. Kolom jenis pengawasan diisi dengan kegiatan
audit/ reviu / pemantauan / evaluasi ;

c. Kolom alamat diisi dengan alamat auditi/obyek pengawasan;
d. Kolom No. Surat Tugas diisi dengan nomor surat tugas perencanaan

tersebut;
e. Kolom nama audit/Pejabat P2UPD diisi dengan nama

auditor/Pejabat P2UPD yang akan ditugaskan;
f. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan ketua tim dan

pengendali teknis;
g. Kolom 1 diisi dengan tanggal sejak mulai ditugaskan dalam

perencanaan;
h. Kolom 2 diisi dengan jenis pekerjaan yang dikerjakan;
i. Kolom 3 diisi denga realisai waktu yang dipakai untuk mengerjakan

kolom 2;

LAPORAN MINGGUAN
KEGIATAN PERENCANAAN PENGAWASAN PADA TINGKAT TIM AUDIT

Nama Audit/Obyek
Pengawasan: .

Jenis Pengawasan: .

Alamat:
No. Surat T\rgas

Nama Auditor/P2UPD: ......

Ketua Tim:

Tanda tangan(.)

Pengendali Teknis:

Tanda tangan (.)

Tgl Prosedur Realisasi Anggaran
Jam

Realiasasi
biava

Anggaran
biava

1 2 3 4 5 6

1

2
3
4
5
6

TotaI
catatani
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j. Kolom 4 diisi dengan anggaran
pekerjaan tersebut.

k. kolom 5, diisi dengan realisasi
pekerjaan tersebut;

l. Kolom 6 diisi dengan anggaran
mengerjakan hal tersebut;

m. Kolom catatan diisi dengan hal
diketahui.

waktu yang disediakan unutk

biaya yang dikeluarkan unutk

biaya yang ditetapkan unutk

yang dipandang perlu untuk

TERKELIN BRAHMANA

BUPATI KARO,
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LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR L,2 TAI+ut'r zozo

TANGGAL ,14 eeycernkr zozo

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

PROGRAM KERJA PENGAWASAN
Unit organisasi/ Program/ Kegiatan :

Jenis Pengawasan :

Tahun
Dikeri kan Oleh

PETUNJUK PENGISIAN
a. Kolom unit organisasi, program, kegiatan diisi dengan nama unit

yang bersangkutan;
b. Kolom jenis pengawasan diisi dengan kegiatan

audit/ rev iu I pernantauan f evaluasi ;

c. Kolom tahun diisi dengan tahun audit/reviu/pemantauanfevaluasi
tersebut;

d. Kolom dikerjakan oleh diisi dengan nama penyusun program audit
tersebut;

e. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
f. Kolom 2 diisi dengan tujuan audit/reviu/pemantauan/evaluasi

yang hendak dicapai;
g. Kolom 3 diisi dengan prosedur, ukuran sampel, metode dan waktu

yang akan dipakai;
h. Kolom 4 diisi dengan anggaran waktu yang diperlukan;
i. Kolom 5 diisi dengan nama auditor/Pejabat P2UPD yang bertugas;

i. Kolom 6 diisi dengan realisasi waktu yang dipakai untuk
melaksanakan kolom 3;

k. Kolom 7 diisi dengan nomor KKP sebagai pengendali arsip.

ANGGARAN
WAKTU

PENYELESAIA
N

Prosedur/ukuran
Sampel/metode

pemilihan
Sampel dan waktu

Nama
auditor/pejaba

t P2UPD

BUPATI KARO,

BRAHMANATERKELIN
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR .41 rAlluo.r Qozo

TANGGAL {l se?lsYnQ( %2o
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

CHECK LIST
PENYELESAIAN PENUGASAN PERENCANAAN PENGAWASAN

No Jenis pekedaan yang harus dilakukan Sudah/ belum o/o

Penyelesaian
1 2 3 4

1 Sudahkah dibuat kartu penugasan
2 Sudahkah dikembangkan tujuan

Audit / reviu / pemantauan / evaluasi,

Apakah sudah diperoleh:
o Misi, tujuan dan

pelaksanaan
o Informasi organisasi
o KKA terakhir
o File oermanen

11 | A^oLo1" talah r{i+rrJie r\rntrolmi i I iLirailqii
7.cria

apakah tahapan pekerjaan teiah
sesuai dengan anggaran waktunYa:

o LHP auditor ekstern
o Data pembanding
o Anggaran
o Literatur teknis

4 Adakah perubahan auditor dari
rencana semula

D Jika acia perubahan apakah suciah
dibuat Memo persetujuan dan sudah
dilampirkan ke kartu penugasan di
Peneendali Mutu

6 Aoakah sudah dibuat rapat koordinasi
7 Apakah sudah dibuat ringkasannya

dan telah didistribusikan
8 Apakah sudah dibuat persiapan survei

nendahuluan
9 Apakah survei pendahuluan telah

dilaksanakan
10 Apakah telah dibuat ikhtisar hasil

survei
I

)engawasan
t2 Apakah program audit telah mengacu

pada program baku dan hasil
penqllmpulan informasi

13 Apakah program audit telah mendapat
persetuiuan pengendai teknisaa

o Peneta uan, lineku
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penaksiran risiko.
Pengumpulan informasi awal
Penetapan staf audit
Rapat pendahuluan
Survei penciahuiuan
Penulisan program kerja

wasan

Diketahui: Pengendali Mutu Dibuat tanggal: Pengendali
Teknis:

tanda tan

PETUNJUK PENGISIAN

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
2. Kolorn 2 diisi dengan jenis pekerjaan yang dilakukan
3. Kolom 3 diisi dengan kondisi sudah atau belum selesai
4. Kolom 4 diisi dengan persentase penyelesaian pekerjaan tersebut
5. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan pengendali teknis

l-=- -----:-".--1 ..l: -----r--uarr licilrticlluair rr.Llilr.j..

BUPATI KARO,

a

a

a

o

a

Apakah kertas kerja
audit/ reviu / pemantauan f evaluasi

canaan telah selesai dikeriakan

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR L/2 TA+lur.r 2ozo
TANGGAL {{ e?@-W, %)2o
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

NOTULEN KESEPAI(ATAN

Berdasarkan hasil rapat koordinasi anatar tim
audit/ reviu/ pemantauan/ evaiuasi d engan obyek pengawasan. . . . . pada:

Hari

Tanggal

Waktu

Dihadiri oleh:

Obyek pengawasan: Tim Audit/pejabat p2UpD

1.

2.
3.

Diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. T\rjuan audit/reviu/pemantauan/evaluasi:

Prosedur audit/reviu/pemantauan/evaiuasi yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:

2- waktu pelaksanaan auditl reviu/ pemanatauan/evaluasi
o Survei pendahuluan
o Pelaksanaan audit/reviulpemantauanf evaluasi
o Penyelesaian laporan

3' Tim auditl reviu/ pemantauan/evaluasi yang akan ditugaskan:
o Pengendali Mutu/penanggungjawab
o Pengendali Teknis/pembantu penangqungiawab
o Ketua Tim
. Anggota
o Anggota
. Anggota

4' Dalam pelaksanaan survei dan audit/reviu/pemanatauan/evaluasi,
:,^6^ ^1.^^ *ani^Ai 1_^^.yaiig aKali iiiuiijaGi xcntak person adalah telepon sUi_",ei

1.

2.
3.
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pendahuluan akan dilakukan oleh tim auditlP2uPD seperti audit
biasa, nalnun tidak mendalam dan tidak rinci, pelaksanaan
audit/reviu/pemantauan/evaluasi akan dilakukan terhadap 6,rea
yang telah difokuskan berdasarkan hasil survei pendahuluan.

5.
6. Prosedur Pelaporan dan tindak lanjut akan mengacu pada Pedoman

Pengawasan Intern dan tindakan koreksi terhadap rekomendasi
temuan audit/reviu/pemanataun/evaluasi paling lambat akan
dilakukan dalam waktu 60 hari setelah tanggal kesepakatan
ditetapkan.

7. Seluruh biaya yang terjadi selama
audit/ reviu / pemantauan f evaluasi ditanggung oleh Inspektorat.

20... .

Perwakilan Obyek Pengawasan: Perwakilan Auditor /P2UPD

Tanda tangan tanda tangan
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PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom obyek pengawasan diisi dengan nama obyek pengawasn yang
diaudit/ reviu/ pemantauan/ evaluasi;

!-- \a-1.---: 1.-.---=, +.- + -.-.- l -! -.- --=- l=a-= J::-: : -1 -^*--^ ^^^Lu. I\ulullr rrillr Lir"rrBBi,.r uari War1.LU Utrsr Sesriai C1efl$&i] SaaI
dilakukannya rapat kesepakatan;

c. Kolom tim obyek pengawasan diisi dengan nama tim yang membut
kesepakatan;

d. Kolom tim auditlP2uPD diisi denga nama audit/pejabat P2UPD
yang bertugas;

e. I'iomor i, tujuan auciitlreviulpemantauan/evaiuasi ciiisi ciengan
tujuan utama dan prosedur diisi dengan prosedur pokok yang akan
dilaksanakan;
Nomor 2, diiis dengan tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai;
Nomor 3, diisi dengan nama pengendali mutu, pengendali teknis,
ketua tim dan anggota tim;
Nomor 4, diisi dengan nama pejabat/petugas obyek pengawasn yang
akan menjadi kontak person bagi para audit/pejabat P2UPD;
Nomor 5, diisi untuk hal lain yang perlu diungkapkan lagi;
Nomor 6 dan 7 cukup jelas;
Kolom tempat dan waktu diisi sesuai dengan tempat dan waktu
dibuatnya kesepakatan;

1. Kolom tanda tangan diisi sesuai dengan tanda tangan perwakilan
obyek pengawasn dan auditor/pejabat P2UPD.

h.

f.
ob'

1.

j.
k.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA



44

LAPORAN MINGGUAN PENGUJIAN DAN EVALUASI Minggu ke...

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 9Z ra* usr 2ozo
TANGGAL t4 9lkern]ry<r Qs2e

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

Pengendali Ketua Tim: Tgl
Teknis:

Angga
ratl

biaya

Nama Obyek
Pengawasan
Alamat
Periode
Auditor/peja
bat
P2UPD

Prosedur
Audit/Re

viul
Pemanta

uanf
Evaluasi

N
o

Realis
asi

jam

Realis
asi

Jam
s.d
Tg1

Nama Auditor/Pejabat P2UPD: Analisis

Ketua tim:

Pengendali Teknis:

Penyimpangan:

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Minggu ke... diisi dengan minggu ke berapa laporan tersebut;
b. Nama obyek pengawasan dan alamat cukup jelas;
c. Kolom periode diisi dengan audit/reviu/pemantauanf evaluasi;
d. Kolom auditor/pejabat P2UPD diisi dengan nama auditorlpejabat

P2 UPD yang melakukan audit/ reviu / pem antauan f evaluasi;
e. Kolom pengendalian teknis dan ketua tim serta tanggal cukup jelas;
f. Kolom 1 diisi dengan tanggal dalam minggu yang bersangkutan;
g. Kolom 2 diisi dengan prosedur audit/reviu/pemantauan/evaluasi

yang dilaksanakan oleh anggota tima tau ketua tim yang
bersangkutan;

h. Kolom 3 diisi denga realisasi waktu unutk prosedur
audit/reviu/pemantauan/evaluasi pada mingguan yang dilaporkan;

Estimasi I Angga I Angga I Realis
Jamlraniranlasi
untuk I j.* | biaya I biaya

penyelesl I ls.dtgl



1.

J.

k.
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Kolom 4 diisi dengan realisasi waktu unutk prosedur
audit/reviu/pemantaun/evaluasi kumulatif dari minggu
sebelumnya ditambah dengan realisasi waktu minggu;
Kolom 5 diisi anggaran waktu yang ditetapkan dalam program
audit/reviu/pemantauanf evaluasi unutk prosedur yang
bersangkutan;
Kolom 6 diisi dengan realisasi biaya total untuk auditor/pejabat
P2UPD yang bersangkutan;

1. Kolom 6 diisi dengan realisasi biaya total untuk auditor/pejabat
P2UPD yang bersangkutan pada minggu pelaporan;

m. Kolom 7 diisi dengan biaya total kumulatif bagi auditor/pejabat
P2UPD yang bersangkutan;

n. Kolom 8 diisi dengan total anggaran biaya yang telah ditetapkan
bagi auditor I pejabat P2UPD yang bersangkutan;

o. Kolom nama auditor/pejabat P2UPD diisi dengan nama
auditor/ pejabat P2UPD yang bertugas;

p. Kolom an5.lisis penyimpangan dilakukan oleh ketua tim dan
pengendali teknis sesuai dengan kejadian yang ada di lapangan.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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audit revlu

Sudahkah
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J;1^1-,"1-^.^(llraALlI\d-1r

program
evaluasi

reviu ditindaklanjuti

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 9z taHust 2ozo

TANGGAL ,t,t geVtw"br zazo
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

Sudah/
Belum Penvelesaian

audit / reviu / pemantau f ev aluasi
sesual

hasil
ta timoleh an

Sudahkah dibuat
reviu dari

ringkasan arahan
Pengendali

'Ttal-a i o Dorahnn!,: DanaaI UTITUATILU I VIIGII rraaintrrolrurl<t4vv au

Sudahkah dikembangkan temuan
hasil
audit/ reviu / pemantauan f evaluasi
cian rekomenciasi lkan

CHECK LIST PENYELESAIAN PENGUJIAN DAN EVALUASI

Sudahkah dilakukan penjelasan
kepada anssota tim

Sudahkah dibuat perencanaan
audit / reviu / pemantauan / evaluasi

Sudahkah dilakukan reviu terhadap
hasil keria anssota tim

Sudahkah anggota tim membuat KKP
dan disimpan pada tempat yang telah
disiankan untuknva

7 | Sudahkah KKP dikerjakan oleh Ketua
Tim dan disimpan pada tempat yang
telah disiankan sebelumnva
Sudahkah direviu oleh Pengendali
Teknis/ Pembantu Penaggung Jawab:
Reviu I tanggal Reviu II tanggal Reviu
III tanssal Reviu IV tanssal

Sudahkah Hasil reviu Pengendali
Teknis/Pembantu Penanggungjawab
ditindaklaniuti oleh tim

Sudahkah dilakukan komunikasi
temuan dan rekomendasi perbaikan
densan manaiemen obvek Densawasan

13 | Sudahkah diperoleh kata sepakat atas
rekomendasi yang diberikan

Adakah pengendali
mutu/penanggungjawab melakukan
reviw: reviu I tanseal reviu II tan

Keterangan Persentase



Reviu III tan
Sudahkah dibuat ringkasan hasil
reviu Densendali mutu

Sudahkah dilakukan penyusunan
dokumentasi hasil audit

47

Sudahkah hasil
i----^1^ A:L:^l^1-1 ^Iia"w i,.rJ Llr LrllLlia-A.t d

penanggung
,Ti.:*
I III1

APIP,

Pengendali
Penanggung

pembahasan

Pengendali
penanggung

revlu
--.i ^l^I^LILI UISII

Sudahkah
dibahas,
o Di tim
o Dengan

Teknis/Pembantu
jawab

o Dengan

Sudahkah dilakukan
simpulan hasil audit:
o Di tim pemeriksa
o Beserta

Teknis/Pembantu
iawab.

Direview oleh,

Pengendali teknis:

dokumentasi hasil audit

Pengendali
penanggung

Pengendali
wab

20

27

Mutu/Pena
Sudahkah dilakukan penelaahan
kesesuaian KKP dan isinya dengan
pedoman Pengawasan
o Oleh tim
o Dengan

Teknis/Pembantu
iawab.

Sudahkah dilakukan penelaahan
kesesuaian KKP dengan tujuan
auciiti reviui pemantauanT evaiuasi,
dengan Pengendali Teknis/Pembantu

ns iawab.

Diisi oleh, Tgl

Ketua Tim:
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PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
b. Kolom 2 diisi dengan prosedur kerja yang harus dilakukan;
- la-1---..---,- .! -1 ::=-- .-l--,= -=-:- 1----= -r -..' _----=---'!---r^--.u. I\urulrr o Lulr,r uerr5,alr i(iJIrursl ptrr1Jl-rtrsaiaii;
d. Kolom 4 diisi dengan kondisi penyelesaian yang sudah

dilaksanakan;
e. Kolom 5 diisi dengan catatan yang diperlukan;
f. Kolom pengisi diisi dengan data nama ketua tim dan tanggal

pengisian;
g. Koiom reviu ciiisi ciengan ciaia nama pengenciaii; ieknisipembaniu

penanggung jawab dan tanggal reviu tersebut.

TERKELIN BRAHMANA

BUPATI KARO,
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LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR L4 I Ta Flui'.t 2ozo
TANGGAL lt Seylnmbdr Qo'&
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

LEIT{BAR REVIU SUPERVISI
PENANGGUNG JAWAB

PENGENDALI TEKNIS/PEMBAIiITU

Nama Obyek Pengawasan :

No. Surat Tlrgas :

Periode Au dit / Reviu / pemantauan / Evaluasi
Ketua Tim :

Danaanr{o li fel-nis /Ppml-ronfr: Danoncfrda6d i^."^1^u a vrr41665qrr6 jarlau,

Tanda tangan : .....
Nama

PETUNJUK PENGISIAN:
a. Kolom nama obyek pengawasan diisi dengan nama obyek

pengawasan yang dilakukan audit/ pemantauan/ evaluasi;
b. Kolom nomor surat tugas cukup jelas;
c. Kolom periode diisi dengan periode dilakukannya

audit/pemantauan/ evaluasi tersebut;
d. Kolom ketua tim diisi dengan nama ketua tim yang bertanggung

jawab;
e. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
f. Kolom 2 diisi dengan permasalahan atau komentar;
g. Kolom 3 diisi dengan nomor indek atau nomor kode KKP;
h. Kolom 4 diisi penyeiesaian yang dilakukan oleh ketua tim atau

anggota tim atas permasalahan atau komentar dari pengendali
teknis / pembantu penanggungj awab ;

i. Kolom 5 diisi dengan paraf pengendali teknis/pembantu
penanggung jawab sebagai tanda persetujuan atas penyelesaian
yang dilakukan oleh ketua tim dan anggota tim yang bersangkutan;

j. Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan dan nama
pengendali teknis/pembantu penanggung jawab yang bertanggung
jawab;

Pe rmasal ahaan I Kome n tar Penyelesaian Persetujuan
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diisi dengan tanggal dilakukannya proses reviuKolom tanggal
tersebut.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR tll TAHUt{ Zvts

TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN
BERBASIS

lr 9zytct irr-r w?s

PENGAWASAN INTERN
RISIKO

I LEMBAR REVIU SUPERvISI PENGENDALI MUTU/PENANGGUNG 
I

JAl[AB
Nama Obyek Pengawasan
No. SuratTugas
Periode Audit/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi
Ketua Tim
No i Permasalahan/Komentar Penyelesaian PersetujuanIndex

KKP

Pengendali mutu/ Penanggung jawab,
Tanda tangan : ......
Nama :

Tan

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom nama obyek pengawasan diisi dengan nama obyek
pengawasn yang dilakukan audit/ reviu/ pem antauan f evaluasi;

b. Kolom nomor surat tugas cukup jelas;
c. Kolom periode diisi dengan periode dilakukannya

audit/ reviu/ pemantauan/ evaluasi tersebut;
) t7-1 ^* 1-^+--^ L:* -i::-: .J^.^-^.^ 1-^+""- L:-^ --^"-* 1-^..+--.^--.-.^-Lt. r\ulur.r.r r1,u LLlijl- Lrrrl Lrrrsr LrErr6inr lrir"rlla 1Lg LLlaa- Lllrj. J ar.1r5 L.rgr Li1rr6E,Llrr6

jawab;
e. Kolom 1 diisi dengan nomor urut;
f. Kolom 2 diisi dengan permasalahan atau komentar;
g. Kolom 3 diisi dengan nomor indek atau nomor kode KKP;
h. Kolom 4 diisi penyelesaian yang dilakukan oleh ketua tim atau

anggota tim atas permasaiahan atau komentar ciari pengenciaii
mutu / penanggung j awab ;

i. Kolom 5 diisi dengan paraf pengendali mutu/penanggung jawab
sebagai tanda persetujuan atas penyelesaian yang dilakukan oleh
ketua tim dan anggota tim yang bersangkutan;
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J.

k.

Kolom tanda tangan diisi dengan tanda tangan dan narna
pengendali mutu/ penanggung j awab yang bertanggung j awab ;

Kolom tanggal diisi dengan tanggal dilakukannya proses reviu
tersebut.

TERKELIN BRAHMANA

BUPATI KARO,
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LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR t/2 TAPoFt 2o2o

TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN
BERBASIS

ll 9gvanfur 2rs2v

PENGAWASAN INTERN
RISIKO

Bab I

SISTIMATIKA LAPORAN HASIL AUDIT

Simpulan Dan Rekomendasi.

(1). Simpulan Hasil Audit
(2).. Rekomendasi

Bab II : Uraian Hasil Audit

Data Umum
(a) Dasar Audit
(b) Tujuan Audit
(c) Ruang Lingkup Audit
(d) Batasan Audit
(e) Pendekatan Audit
(f) Sistimatika Pelaporan
(g) Status dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit

yang lalu
Hasil Audit
(a) Profi1 Administrasi Umum Pemerintahan

- Kebijakan Daerah

- Kelembagaan Daerah

- Kepegawaian Daerah

- Keuangan Daerah

- Barang Milik Daerah
(b) Profil Urusan Pemerintahan

- Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan

- Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan

- Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri
(c) Temuan dan Rekomendasr

- Judul temuan (Kondisi, Kriteria, sebab dan
Akibat)

- Rekomendasi.
(3). Temuan dan Rekomendasi

Bab III : Penutup

(1).

(2).

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 92 TFHUt'r 2ozo
TANGGAL lr sepcmWr %)2b
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

SISTIMATII{A LAPORAN HASIL REVIU LKPD

INSPEKTORAT KABUPATEN KARO

Nomor

Tanggal : (diisi dengan tanggal persetujuqn konsep LHp)

Lampiran

Hal

Yth

Jalan......

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan
Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo
Anggaran,Neraca untuk tanggal 31 Desember 20xx, Laporan Oprasional,
Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan unutk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan
1_ ^ -.t1 : _1___ __ _i L _.._:1_==r.lrir,Eirr uguir-Bar utrr uLuL.

1. Pernyataan reviu
Contoh Pernyataan Reviu Tanpa Paragraf Penjelasan Adalah
Sebagai Berikut:

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten
berupa Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo Anggaran,
Neraca untuk Tanggal 31 Desember 20xx, Laporan oprasional, Laporan
Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semua
informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian
Manajemen Pemerintah Kabupaten Karo.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 4 Tahun 2008 tentaang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan
Ke'tiangan Pemerintah Daerah. Reviii tertitama mencakup penelusuran
aiigka, pei-i:riirtaair ke'ueraiigan kepacia pejaba'u eiiiitas peiaporair lpejabat
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pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas
data keuangan. Reviu mepunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan
peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas
laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak
memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan
kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak
disajikan berdasarkan sistim pengendalian yang memadai dan tidak
se suai d eir gan S tairclar Akuiiian si Peme i-ii r-uairair .

***(tanpa paragraf penjelas)

Contoh pernyataan Reviu dengan Peragraf Penjelasan sebagai
berikut:

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karo
berupa :

Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Perubahan Saldo
Anggaran,Neraca Per 31 Desember 20xx, Laporan Oprasional, Laporan
Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas. dan Catatan atas Laporan
Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.
f-!--l -----1:-.-- !1---a===:-,- \t-,-.-.-: n-1..=-- nI----,--,-_: I\I-,---* 4 ,T\^L--^- r\r\r\oI)Cil Lli{siar llir-lr rtrr ir.LLlI ilJl lvtglrLgI L ,.'dLd_LLL I\cBtrI I I\ullrur a t aIIulr ZvWo

tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah
penyajian Manajemen Pemerintah Kabupaten Karo.

Reviu diiaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri
Nomor 4 Tahtrn 2OO8 tentang Pedoman Pelaksanaan Revir: atas T,aporan
Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelurusan
angka, permintaan keterangan kepada pejabta entitas pelaporanlpejabat
pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas
data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit
dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan
trer-a*lrrcr:r tcrTzoi! rlancrore irrirron rrnr:J-lz :mcntrafaTzan nenr:lanaf afae

laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak
memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, pengecualian pada masalah yang kami
jelaskan dalam paragraf berikut, tidak terdapat penyebab yang
meniadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di
atas, tidak disajikan berdasarkan sistema pengendalian intern yang
memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

* * * (Deng an p arag raf p enj elas )

a^^--+: l;,,-^l-^^1-^- l^1^4 ^^+^+^a alaa T ^^^-^- rz^,,^-^^-rJ\-P\.l Lr Jd.r15 l\rrLrrrE'Acl,yl\4.11 \raId-III ud-Lcl-Ld-rl d,LcLD lJa-PVLaLL r\\/LlcLIrEaJI,

^-+i+^^ -^!^-^-^- *^-^-^.^-1-^- l:^1-^1-^- *^+^J^ 1^^-,, li+^-^-'l-^-\vlaLrLCLJ IJ\,rcLIJtJra.rr rrlurluaaIJAarr uuraJAarr rrauLUuu JarrS uar u urLur(ayrlcu{

sedangkan sebelumnya menerapkan fielaskan metode sebelumnya),
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meskipun (metode yang baru diterapkan) tidak sesuai dengan stAndar
Akuntansi Pemerintahan. Entitas pelaporan tidak d.apat memberikan
dasar pertimbangan yang memadai bagi perubahan tersebut.

2. Dasar Reviu
a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2oog tentang

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah; dan

c. Surat Tugas Nomor
Waktu Pelaksanaan Reviu
Reviu dilaksanakan dari tanggal ...... sampai dengan ......
Tujuan dan sasaran reviu
T\-rjuan reviu adalah unutk memberikan keyakinan terbatas atas
laporan keuangan yang disajikan berdasarkan sistema pengendalian
intern yang memadai dan sesuai dengan standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP).

Ruang Lingkup Reviu
Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan sistim
pengendalian Intern dalam penyajian laporan keuangan, dan
kesesuaian laporan keuangan dengan SAP.
Simpulan dan rekomendasi
(uraikan secara ringkas hasil reviu, koreksi-koreksi dan
rekomendasi)
Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya
(uraikan secara ringkas tindak lanjut yang belum dilakukan atas
hasil reviu sebelumnya yang dapat berasal dari reviu rutin dan
berkala)

INSPEKTUR,

NAMA:

NIP :

3.

4.

5.

6.

7.

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR t12 aA tlort zoE'

TANGGAL II
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

SISTIMATII(A LAPORAN HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bab I : Pendahuluan

1) Simpulan Hasil Pemantauan dan Evaluasi;
2) Saran.

Bab II : Uraian Hasil Pemantauan dan Evaluasi;

1) Data Umum
a. Dasar;
b. Tujuan;
c. Ruang lingkup;
d. Batasan.

o! Lr^^:,1 f)^*^-a^",-^ A^^ Er.,^],,^^.: .a) I l(2"()rr r ullrallLau6l.ll l.lctll iJvaraiaT"i)l

3) Kalimat penutup.

Penjelasan lebih lanjut mengenai unsur yang terdapat pada Bab I dan Bab
II, sebagai berikut:

1) Bab I:
a. Kesimpulan Hasil Pemantauan dan Evaluasi;

Menggambarkan simpulan hasil pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan.

b. Saran
Menguraikan saran-saran perbaikan yang perlu diambil oleh
pemerntah daerah atas pelaksanaan kebijakan, program dan
kegiatan.

2) Bab II:
a. Data umum

(1). Dasar:
(a) Surat penugasan dari pejabat yang berwenang;
(b) Peraturan perundang-undangan yang dipakai

sebagai pedoman:

(2). Tlrjuan:
Mengamati, mengawasi dan memberikan penilaian
untuk membandingkan antara kebijakan daerah,
program serta kegiatan dengan kondisi, kekhasan,
potensi unggulan daerah dan peraturan perundang-
undangan.

Sey+wnl*r esZe
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b. Ruang lingkup:
Sesuai dengan kebijakan daerah, program dan kegiatan yang
akan dilakukan pemantauan dan evaluasi.

c. Batasan:
Waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Kalimat penutup.

Mengetahui, Tim Pemantauan dan Evaluasi.

Inspektur

BUPATI KARO,

3)

4)

1

2

3

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR q2 Ti4HUN 2O2O

TANGGAL ll SeTlewWr zozo
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

PENGENDALIAN PENYUSUNAN LAPORAN
INtr'ORMASI UMUM

Nama Obyek pengawasan: . .. Tanggal Kartu
Alamat: No. PKAT
Telepon:
Tujuan Audit/ Reviu/ Pemantauan/ Evaluasi:. .. . Ketua tim
Periode Audit/Reviu/ Pemantauan/Evaluasi:...... pengendali
Teknis/Kartu Penrrgasan: .=., Pengendali

a. Pengenciaii Teknis cian ciiserahkan oieh
Pengendali Teknis kepada :

b.
c.
d.
e.
f.
ctb'

Pengendali Mutu/ Penanggung jawab
Diserahkan ke sekretaris untuk diketik
Diserahkan ke petugas reviu
Diperbaiki oleh sekretaris
Dicopy dan dijilid
Diserahkan ke pengendali
mutu/penanggung jawab
Diserahkan ke Inspektur
Diserahkan kepada Bupati
Didistribusikan kepada:
Obyek Pengawasan
Gubernur
BPK
Arsi

Mutu/Pena awab
TAHAP PENYELESAIAN

URAIAN NA
MA

Tanggal
I II III IV

1 2 3 4 5 6
Diserahkan oleh Ketua Tim kepada :
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PETUNJUK PENGISIAN

1-tr,

Kolom informasi umum diisi dengan data yang berhubungan
dengan audit/ reviu/ pemantauan/ evaluasi
Koloiti i ,iiisi denga-,.r rir-aian tentairg laiigkah pekedaar-r ]ar-rg
ditempuh daiam pelaporan

c. Kolom 2 diisi dengan nama personal yang bertanggung jawab
d. Kolom 3 diisi dengan tanggal yang berhubungan dengan kegiatan

tersebut.

BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR q" tAHut'l 2ozo

TANGGAL {4 Seytcmb<c qo?o

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

Nama Obvek
No Kartu Pen

REVIU KONSEP LAPORAN
Pengendali Teknis/ Pengendali Mutu

Pengawasan :

san :

Pengendali
Teknis/
pembantu
Penanggung
Jawab: ....

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom nama obyek pengawasan dan no kartu penugasan cukup
jelas

b. Koiom i ciiisi ciengan nomor urur
c. Kolom 2 diisi dengan halaman LHP
d. Kolom 3 diisi dengan uraian tentang masalah yang dijumpai
e. Kolom 4 diisi dengan nomor KKP
f. Kolom 5 diisi dengan penyelesaian terhadap masalah tersebut
g. Kolom 6 diisi dengan nama dari pe-reviu
h. Kolom 7 diisi dengan catatan yang diperlukan dalam proses

pembuatan laporan
i. Kolom pengendalian teknis dan tanggal diisi dengan nama

pengendali teknis dan tanggal pekerjaan.

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR t{: T6t{utt zogo

TANGGAL lt %ytem@s 2o?o
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

krit berk

Hasii observasi yang menciaiam yang DerKallan
dengan tujuan dan kriteria
audit/reviu/pemantauan/evaluasi telah diperoleh
untuk mencapai simpulan

mantauan/evaluasr

Bukti yang cukup dan persuasif telah dikumpulkan
untuk mendukun SC observasi

Rekomendasi yang diberikan telah mengikuti alur
logika dari hasil observasi dan penyebab, jelas dan
cost-effective, d-itr-guka-n kepacl-a- piha,k yo-lrrg
berkom

Lampiran-lampiran yang
menambah nilai laporan

disajikan memamng

CHECK LIST PENYELESAIAN LAPORAN

NO KETERANGAN Sudah/
Belum

Ket

RINGKASAN PIMPINAN
1 Ringkasan pimpinan menyajikan overview ringkas

atas obyek pengawasan, tujuan
audit/ reviu/ pemantauan/ metodologi
audit/reviu/pemantauan/evaluasi, dan simpulan
hasil audit/ reviu/ pemantauan / evaluasi.
BODI LAPORAN

2 Kecukupan informasi latar belakang obyek
pengawasan

3 Tujuan audit/reviu/pemantauan/evaluasi dan
lzrif eri q \ren.v ll.et lzqit qn|2 \!:4rI ,)1' 2Tt

4 Ruang lingkup audit/reviu/pemantauan/evaluasi
sudah dinyatakan secara ielas

5 Jadual, metodologi, stAndar
audit/reviu/pemantauan/evaluasi yang diasu. Jika
da estdndar yang tidak diikuti, penjelasan yang
memadai telah dibuat

Setiap observasi berisi pernyataan kondisi, kriteria,
bab, dampak dan rekomendasi

Temuan yang bisa dikuantifisir telah dihitung secara
memadai.

Simpulan telah disajikan untuk setiap tujuan
audit/reviu/pemantauan/evaluasi dan telah
didukune denean bukti

Daftar isi menngambarkan struktur Ia
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2l Secara keseluruhan ran sudah elas dan

Ilirerzirr nleh' Tenocrel I Diisi nlch'
I p""g"rra"rl ilr."i"lp."ru""t, o*"""egrrrs.i"*"n I ["ir" ii*' I

PETUNJUK PENGISIAN:

a. Kolom 1 diisi dengan nomor urLlt
1- T1^1^6 O .{i;^: A^--^- ',-^.i^- +a*tn*n -^t-^-;^^- l;1^1-,,t-^-u- lrururrr z ulror uvlrSara ulqrGll LUrrLqrr6 yusvrJqa-rr Jarl6 ullaAuAqrr

c. Kolom 3 diisi dengan kondisi pekerjaan
d. Kolom 4 diisi dengan keterangan yang diperlukan
e. Kolom identitas diisi dengan pengisi formulir dan pereviunya.

dan judul yang sarna dengan judul pada halaman
bodi
Judul dan huruf vane konsisten

Struktur kalimat dan
tan-sinskatan telah didefenisikan

Bahasa dan termino
Tata bahasa dan nulisan kata
Lampiran disajikan secara seragam dan dirujuk

a bodi laporan

Penyusunan telah
teknis/Pembantu

melalui proses reviu: pengendali
Penanggung jawab Pengendaali

Mutu / Penansqun
Distribusi laporan telah sesuai ketentuan

Bagan dan gambar telah dirujuk secara memadai

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR Llz reHtlst 2o2o
TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

RENCANA AI{ASI TINDAK LANJUT
Obyek Pengawasan/Auditi
Periode audit/ reviu/ pemantauan/ evaluasi
Tujuan audit/ reviu/ pemantauan / evaluasi
Nomor Surat Tugas
Nomor LHP
Disamoaikan Ta

a. Kolom informasi umum cukup jelas
b. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
c. Kolom 2 diisi dengan kondisi yang ditemukan
d. Kolom 3 diisi dengan kriteria yang dipergunakan
e. Kolom 4 diisi dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut
f. Koiom 5 diisi dengan akibat yang mungkin terjadi karena kondisi

tersebut
g. Kolom 6 diisi dengan rekomendasi yang diberikan auditor
h. Koiom 7 diisi dengan rencana tindak lanjut yang direkomendasikan
i. Kolom 8 diisi dengan keterangan yang diperlukan
j. Kolom pembantu penanggung jawab/pengendaii teknis dan obyek

pengawasan diisi dengan nama dan tanda tangannya.

ll SlLembdr Lo?-o

TEMUAN PENGAWASAN

rekomendai
Rindak laniut

Pembantu Penanggung jawab I
Pengendali Teknis

Obyek Pengawasan

Petuniuk DenEisian

PATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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INFORMASI UMUM

Instansi/unit

Bagian/kegiatan yang

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 92 rnHut r 2oes.

TANGGAL lt S<*Qrn&r 2ozo
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

Tanggal

Perihal

FORMULIR LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

LAPORAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

Diaudit/ reviu/ pantau/ evaluasi

No & tgl LHP

No. Formulir Penyampaian :

No. Temuan No. Rekomendasi:

Tindak Lanjut yang telah dilakukan:

Tanggal penyelesaian:

Pimpinan obyek pengawasan Pembantu Penanggung Jawab/Pengendali

(..............)

PETUNJUK PENGISIAN

a. Kolom informasi umum diisi dengan data tentang informasi umum;
b. Kolom tindakan koreksi diisi dengan uraian tentang tindakan yang

telah dilakukan;
c. Kolom tanggal penyelesaian cukup ielas;
d. Kolom pimpinan obyek pengawasan dan pembantu penanggung

jawab/pengendali teknis cukup jelas.

TERKELIN BRAHMANA
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LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI KARO

NoMoR 9z ta t+ ut t ro2o
TANGGAL ll gQyionloer 2c1.o
TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN

BERBASIS RISIKO

TORMULIR LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
TEMI}*N PENGIASI#AIS

Nama
LHP No

Kabanjahe,

ObyeJr Pe-ngaratasan

Tim Pemantau Tindak Laniut

PETUNJUK PENGISIAN

Kolom Informasi umum diisi dengan nalna obyek pengawasan dan

No/Tgl LHP
Kolom 1 diisi dengan nomor urut
Kolom 2 diisi dengan uraian hasil temuan
Kolom 3 diisi dengan rekomendasi auditor/P2UPD
Ifutoffi 4 diisi 1futgan uraian tentang tindak lanjut
Kolom 5 diisi dengan keterangan atas status tindak lanjut
Kolom tempat tanggal diisi dengan tempat dan tanggal melaksanakan

tindak lanjut
Kolom pelaksana tindak lanjut diisi dengan nama orang yang

melaksanakan tindak lanjut

LAPORAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT TEMUAN PENGAWASAN

Status TLTINDAK LANJUTREKOMENDASIURAIAN TEMUAN



Kolom obyek Pengawasan
pengawasan.
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dengan nama Pejabat Pada obYek

UPATI KARO,



6B

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 9: r*Uut.t eozs
TANGGAL .'I

TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN
BERBASIS RISIKO

BERITA ACARA PEMUTAKHIRAN DATA
Temuan Audit/ Reviu / Pemantauan / Evaluasi yang Belum Ditindaklanjuti

Hasil Pemeriksaan.. ....sampai dengan.
Pada perangkat daerah.

Pada hari ini,....., tanggal. telah dilakukan pemutakhiran d.ata
saldo temuan audit/reviu/pemantauan/evaluasi hasil pemeriksaan
yang belum ditindaklanjuti bulan ......s.d........ oieh obyek
pengawasan......... yang dihadiri oleh :

gsytornbzc aoLo

3

Dalam proses pemuktahiran ini telah dilakukan rekonsiiasi dan
pemuktahiran data atas temuan hasil pengawasan ApIp dengan hasil
sebagai berikut:

Rincian temuan per LHP terdapat dalam lampiran berita acara ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita
Acara ini.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

tgl,bln,thn

Pimpinan Obyek Pengawasan

No No.&tgl LHP
Temuan Sbi Tindak Laniut Temuan Stl

Jumlah
temuan

Nilai (Rp) Jumlah
temuan

Nilai (Rp) Jumlah
temuan

Nilai (Rp)

1 ) 3 4 5 6 7 8

Inspektur
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PETUNJUK PENGISIAN
a. Kolom Hasil pemeriksaan diisi dengan nama instansi pemeriksab. Kolom sampai dengan diisi dengan saat pemuktahiran datac. Kolom perangkat daerah diisi dengan nama obyek pengawasan
d' Kolom hari dan tanggal diisi sampai dengan saat pemuktahiran datae. Kolom personal yang hadir diisi sesuai dengan yang hadirt. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
g. Kolom 2 diisi dengan nomor dan tanggal LHp
h' Kolom 3 dan 4 diisi dengan data jumlah temuan dan nilai sebelum

pemuktahiran
i' Kolom 5 dan 6 diisi data jumlah temuan dan nilai saat tindak lanjutj' Kolom 7 dan 8 diisi data jumlah temuan dan nilai seterah

pemuktahiran
k. Koiom pimpinan obyek pengawasan diisi dengan nama dan tanda

tangan
1. Kolom inspektur diisi dengan nama dan tanda tangan.

UP.ATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA
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